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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

NOMOR 81 TAHUN 2015
TENTANG

EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa untuk mengetahui efektivitas, tingkat
perkembangan desa dan kelurahan, kemajuan,
kemandirian, keberlanjutan pembangunan,
kesejahteraan masyarakat serta daya saing desa dan
kelurahan melalui pembangunan Indonesia dari
pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,
diperlukan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan;

bahwa bahwa untuk mendapatkan hasil evaluasi
perkembangan desa dan kelurahan, diperlukan
instrumen sebagai alat ukur perkembangan Desa dan
kelurahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
tentang Pedoman Evaluasi Perkembangan Desa dan

Kelurahan
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Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,;

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
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Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG EVALUASI
PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
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10.

11.

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Kecamatan atau yang disebut oleh nama lain adalah
bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin
oleh Camat.

Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan yang
dipimpin oleh lurah sebagai perangkat kecamatan.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,
selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana
Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6
(enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut
RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu)

tahun
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Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan adalah suatu
upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan,
kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada
instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan
guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan
serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan.

Instrumen Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan
adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai serta
menentukan status tertentu dari capaian hasil tingkat
perkembangan Desa dan kelurahan dalam
penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan
kemasyarakatan.

Evaluasi diri adalah upaya untuk melakukan penilaian
terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan,
kewilayahan, dan kemasyarakatan yang secara internal
dilakukan oleh Kepala Desa dan Kepala Kelurahan.
Tingkat perkembangan Desa dan kelurahan adalah status
tertentu dari capaian hasil dari Desa dan kelurahan dalam
penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan
kemasyarakatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat,
pemerintah daerah, serta pemerintah Desa dan kelurahan.
Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan yang
selanjutnya disingkat Tim EPDesKel adalah kelompok
kerja yang melaksanakan evaluasi perkembangan Desa
dan kelurahan berdasarkan instrumen pada wilayah kerja
yang telah ditentukan.

Lomba Desa dan kelurahan adalah evaluasi dan penilaian
perkembangan penyelenggaraan pemerintahan,
kewilayahan, dan kemasyarakatan yang cepat berkembang
yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah
daerah.

Upakarya Wanua Nugraha adalah penghargaan yang
diberikan kepada desa dan kelurahan juara lomba desa
dan kelurahan tingkat nasional.

Labsite adalah sebuah desa dan kelurahan yang dapat

dijadikan percontohan bagi desa dan kelurahan lainnya.
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20.

21.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah sekretariat, dinas, kantor, dan badan di
lingkungan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan kelurahan yang
selanjutnya disebut PINDeskel adalah penyelenggaraan
kegiatan untuk mempublikasikan berbagai keberhasilan
dan inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah
dan pemerintah desa dan kelurahan dalam
penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan

kemasyarakatan

BAB Il
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dimaksudkan

untuk:

a. menentukan status tertentu dari capaian hasil
perkembangan sebuah desa dan kelurahan serta
untuk mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

b. mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, daya
saing desa dan kelurahan yang sesuai dengan nilai-
nilai Pancasila.

Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan bertujuan

untuk melihat tahapan dan menentukan keberhasilan

perkembangan desa dan kelurahan dalam kurun waktu

Januari sampai dengan Desember.

Pasal 3

Sasaran pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan

kelurahan meliputi:

a. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan

b. Pemerintah desa dan kelurahan.


http://www.peraturan.go.id

BAB 1
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.

b
C.
d

Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan;
Perlombaan desa dan kelurahan;

Pekan Inovasi Perkembangan desa dan kelurahan; dan

Penentuan lokasi Labsite untuk model pengembangan

desa dan kelurahan.

2015, No.2037

Pasal 5

(1) Menteri berwenang:

a. menetapkan instrumen evaluasi perkembangan desa
dan kelurahan;

b. melakukan evaluasi perkembangan desa dan
kelurahan;
memfasilitasi PINDesKel;

d. memberikan penghargaan Upakarya Wanua Nugraha;
dan

e. menentukan lokasi Labsite.

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Menteri dapat mendelegasikan pelaksanaan

kewenangannya kepada Direktur  Jenderal Bina

Pemerintahan Desa.

BAB IV

EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

(1) Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, meliputi:

a. pemantauan; dan

b. penilaian tingkat perkembangan desa dan kelurahan.
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(2) Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), berupa:

a. evaluasi bidang pemerintahan;

b. evaluasi bidang kewilayahan; dan

c. evaluasi bidang kemasyarakatan.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Penilaian
Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan

Pasal 7

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1) huruf a dilakukan secara berkala di tingkat pusat,

provinsi, kabupaten/kota, serta desa dan kelurahan;

(2) Penilaian tingkat perkembangan desa dan kelurahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b

dilakukan dengan tahapan:

a.
b.
C.

evaluasi diri di tingkat desa dan kelurahan;

penilaian di tingkat kecamatan;

analisis, validasi, peninjauan, Kklarifikasi, dan
pemeringkatan di tingkat pusat, provinsi,
kabupaten/kota, dan kecamatan; dan

Keputusan Menteri mengenai tingkat perkembangan
desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

Bagian Ketiga
Evaluasi Bidang

Pasal 8

(1) Evaluasi bidang pemerintahan desa dan kelurahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a

meliputi aspek:

a.
b.
C.

Pemerintahan;

Kinerja;

inisiatif  dan kreativitas  dalam pemberdayaan
masyarakat;

.Desa dan kelurahan berbasis teknologi informasi/E-

Government; dan

. pelestarian adat dan budaya.
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Evaluasi bidang kewilayahan desa dan kelurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b
meliputi aspek:

a. identitas;

b. batas;

c. inovasi;

d. tanggap dan siaga bencana; dan

e. pengaturan investasi.

Evaluasi bidang kemasyarakatan desa dan kelurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c
meliputi aspek:

. partisipasi masyarakat;

. lembaga kemasyarakatan;

. pemberdayaan kesejahteraan keluarga;

. keamanan dan ketertiban;

. pendidikan;

- o o O T 9

kesehatan;

. ekonomi;

o «©

. penanggulangan kemiskinan; dan

. peningkatan kapasitas masyarakat.

BAB V
INSTRUMEN EVALUASI

Pasal 9
Dalam rangka pelaksanaan evaluasi perkembangan desa
dan kelurahan, ditetapkan instrumen evaluasi
perkembangan desa dan kelurahan.
Instrumen evaluasi perkembangan desa dan kelurahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Instrumen pemantuan; dan
b. Instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan

desa dan kelurahan.

Instrumen pemantauan serta Instrumen pengungkap data
dan nilai perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan

instrumen evaluasi perkembangan desa dan kelurahan.
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Pasal 10

Instrumen pemantauan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran | yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa
dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2) huruf b, tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
TIM EPDESKEL

Pasal 11
Dalam pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan
kelurahan dibentuk Tim EPDesKel.
Tim EPDesKel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari:
a. Tim EPDesKel Pusat;
b. Tim EPDesKel Provinsi; dan
c. Tim EPDesKel Kabupaten/Kota.

Bagian Kesatu
Tim EPDesKel Pusat

Pasal 12

Tim EPDesKel Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

11 ayat (2) huruf a, meliputi:

a. Tim EPDesKel Regional | wilayah Sumatera;

b. Tim EPDesKel Regional Il wilayah Jawa dan Bali;

c. Tim EPDesKel Regional Il wilayah Kalimantan dan
Sulawesi; dan

d. Tim EPDesKel Regional IV wilayah Papua, Maluku dan
Nusa Tenggara.

Tim EPDesKel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

keanggotaannya terdiri dari:


http://www.peraturan.go.id

(4)

(1)

(3)

(4)

11 2015, N0.2037

komponen terkait lingkup Kementerian Dalam Negeri;

a
b. praktisi;
c. akademisi; dan

d. tenaga ahli.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim
EPDesKel Pusat sebagaimana pada ayat (2) dibentuk
Sekretariat.

Tim EPDesKel Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat melibatkan Kementerian dan Lembaga terkait sesuai
kebutuhan.

Kedudukan, tugas dan tanggung jawab Tim EPDesKel
Pusat dan Sekretariat Pusat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1). ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan

Keputusan Menteri.

Bagian Kedua

Tim EPDesKel Provinsi

Pasal 13

Tim EPDesKel Provinsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (2) huruf b, keanggotaannya terdiri dari:
a. Pejabat yang menangani bidang pemerintahan desa

dan kelurahan;
b. Pejabat SKPD terkait;
c. praktisi; dan
d. akademisi.
Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim
EPDesKel Provinsi sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2)
dibentuk Sekretariat.
Tim EPDesKel Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat melibatkan unsur terkait sesuai kebutuhan.
Kedudukan, tugas, tanggung jawab Tim EPDesKel dan
Sekretariat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
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Bagian Ketiga
Tim EPDesKel Kabupaten/Kota

Pasal 14
Tim EPDesKel Kabupaten/kotasebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, keanggotaannya terdiri
dari:
a. Pejabat yang menangani bidang pemerintahan desa
dan kelurahan;
b. Pejabat SKPD terkait yang didalamnya termasuk
Camat;
c. praktisi; dan
d. akademisi.
Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim
EPDesKel kabupaten/kota sebagaimana pada ayat (1)
dibentuk Sekretariat.
Tim EPDesKel kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat melibatkan unsur terkait sesuai
kebutuhan.
Kedudukan, tugas, tanggung jawab Tim EPDesKel dan
Sekretariat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati/Walikota.

BAB VII
PELAKSANAAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15
Pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan
didasarkan atas data dengan menggunakan instrumen
pemantauan serta instumen pengungkap data dan nilai
perkembangan desa dan kelurahan.
Instrumen pemantauan digunakan oleh Kementerian

Dalam Negeri, provinsi, dan kabupaten/kota.
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(3) Instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa

dan kelurahan digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri,
provinsi, kabupaten/kota, kecamatan serta desa dan

kelurahan.

Pasal 16

Desa dan kelurahan menggunakan instrumen pengungkap
data dan nilai perkembangan desa dan kelurahan untuk
melakukan evaluasi diri.

Kecamatan menggunakan instrumen pengungkap data
dan nilai perkembangan desa dan kelurahan untuk
mengetahui evaluasi perkembangan desa dan kelurahan.
Kementerian Dalam Negeri, provinsi, dan kabupaten/kota
menggunakan instrumen pengungkap data dan nilai
perkembangan desa dan kelurahan untuk analisis dan

validasi data dengan menggunakan metode sampling.

Bagian Kesatu

Evaluasi Oleh Desa dan Kecamatan

Pasal 17
Evaluasi diri oleh desa dan kelurahan dilaksanakan pada
bulan Januari sampai dengan Minggu Ketiga Februari.
Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan oleh
kecamatan dilaksanakan pada Minggu Keempat Februari

sampai dengan Maret.

Pasal 18

Kecamatan melakukan analisis dan validasi berdasarkan
hasil evaluasi diri untuk mendapatkan kesesuaian data.
Dalam hal terjadi ketidaksesuaian data sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kecamatan melakukan
peninjauan dan klarifikasi ke desa dan kelurahan untuk
menguji kesesuaian data.

Kecamatan melakukan penilaian hasil evaluasi diri yang

sudah sesuai.
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Penilaian hasil evaluasi diri yang sudah sesuai

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penilaian

hasil perkembangan desa dan kelurahan.

Penilaian hasil perkembangan desa dan kelurahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:

a. Desa dan kelurahan Cepat Berkembang;

b. Desa dan kelurahan Berkembang; dan

c. Desa dan kelurahan Kurang Berkembang.

Penilaian hasil perkembangan desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) dengan kategori sebagai berikut:

a. nilai di atas atau sama dengan 451 dikategorikan desa
cepat berkembang;

b.nilai 301 sampai dengan 450 dikategorikan desa
berkembang;

c. nilai di bawah atau sama dengan 300 dikategorikan
desa kurang berkembang.

Penilaian hasil perkembangan Kelurahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) dengan kategori sebagai berikut:

a. nilai di atas atau sama dengan 351 dikategorikan
Kelurahan Cepat Berkembang;

b. nilai 201 sampai dengan 350 dikategorikan Kelurahan
Berkembang;

c. nilai di bawah atau sama dengan 200 dikategorikan
Kelurahan Kurang Berkembang

Kecamatan melakukan pemeringkatan dari hasil penilaian

perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dengan berita acara.

Kecamatan melaporkan hasil penilaian dan pemeringkatan

perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) kepada

kabupaten/kota paling lambat pada Minggu Pertama

Bulan April.

Pasal 19
Berdasarkan laporan hasil penilaian dan pemeringkatan
perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (9), terhadap desa dan
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kelurahan kurang berkembang dilakukan pembinaan
khusus.

Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa fasilitasi pelaksanaan program dan Kkegiatan
perkembangan desa dan kelurahan sesuai dengan nilai.
Terhadap desa dan kelurahan cepat berkembang dan
berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
(5) huruf a dan huruf b dapat diikutsertakan dalam lomba

Desa dan kelurahan.

Bagian Kedua

Evaluasi Oleh Kabupaten/Kota

Pasal 20
Kabupaten/kota melalui Tim EPDesKel kabupaten/kota
melakukan analisis dan validasi berdasarkan hasil
penilaian dan pemeringkatan perkembangan Desa dan
kelurahan yang telah dilaporkan oleh kecamatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (9) dengan
menggunakan instrumen pemantuan dan laporan
kecamatan.
Dalam melakukan analisis dan validasi hasil penilaian dan
pemeringkatan perkembangan desa yang telah dilaporkan
kecamatan sebagaimana pada ayat (1), Tim EPDesKel
kabupaten/kota dapat melakukan peninjauan dan
klarifikasi ke desa dan kelurahan dengan metode sampling
untuk menguji kesesuaian data.
Berdasarkan hasil analisis dan validasi serta pengujian
kesesuaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), kabupaten/kota menyampaikan laporan hasil
penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan
kelurahan dengan berita acara kepada provinsi yang
meliputi:
a. Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang;
b. Desa dan Kelurahan Berkembang; dan

c. Desa dan Kelurahan Kurang Berkembang.
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Laporan hasil penilaian dan pemeringkatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat pada

Minggu Pertama Bulan Mei.

Pasal 21

Berdasarkan laporan hasil penilaian dan pemeringkatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), terhadap
desa kurang berkembang di kabupaten/kota dilakukan
pembinaan khusus.

Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa fasilitasi pelaksanaan program dan Kkegiatan
perkembangan desa dan kelurahan tingkat kecamatan.
Terhadap desa dan kelurahan cepat berkembang dan
berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(3) huruf a dan huruf b, diikutsertakan dalam lomba Desa

dan kelurahan.

Bagian Ketiga

Evaluasi Oleh Provinsi

Pasal 22

Provinsi melalui Tim EPDesKel provinsi melakukan
analisis dan validasi berdasarkan hasil penilaian dan
pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan yang
telah dilaporkan oleh kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dengan menggunakan
instrumen pemantuan dan laporan kabupaten/kota.
Dalam melakukan analisis dan validasi hasil penilaian dan
pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan yang
telah dilaporkan kabupaten/kota sebagaimana pada ayat
(1), Tim EPDesKel provinsi dapat melakukan peninjauan
dan klarifikasi ke desa dan kelurahan dengan
menggunakan metode sampling untuk menguji kesesuaian
data.

Berdasarkan hasil analisis dan validasi serta pengujian
kesesuaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), provinsi menyampaikan laporan hasil penilaian
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dan pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan
dengan berita acara kepada Kementerian Dalam Negeri
melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan desa dan
kelurahan yang meliputi:

a. Desa dan kelurahan Cepat Berkembang;

b. Desa dan kelurahan Berkembang; dan

c. Desa dan kelurahan Kurang Berkembang.

Laporan hasil penilaian dan pemeringkatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat pada

minggu pertama bulan Juni.

Pasal 23
Berdasarkan laporan hasil penilaian dan pemeringkatan
perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), terhadap kurang
berkembang di provinsi dilakukan pembinaan khusus.
Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa fasilitasi pelaksanaan program dan Kkegiatan
perkembangan desa dan kelurahan tingkat
kabupaten/kota.
Terhadap desa cepat berkembang dan berkembang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a
dan huruf b diikutsertakan dalam lomba desa dan
kelurahan.

Bagian Keempat
Evaluasi Oleh Kementerian Dalam Negeri

Pasal 24

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan
analisis dan validasi berdasarkan hasil penilaian dan
pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan yang
telah dilaporkan oleh provinsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (4) dengan menggunakan instrumen
pemantuan dan laporan provinsi.

Dalam melakukan analisis dan validasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Bina

Pemerintahan Desa dibantu oleh Tim EPDesKel Pusat.


http://www.peraturan.go.id

2015, No.2037

-18-

Pasal 25

(1) Tim EPDesKel Pusat dapat melakukan peninjauan dan
klarifikasi ke desa dan kelurahan dengan menggunakan
metode sampling untuk menguji kesesuaian data dalam
melakukan analisis dan validasi hasil penilaian dan
pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan yang
telah dilaporkan oleh provinsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (4).

(2) Berdasarkan hasil analisis dan validasi hasil pengujian
kesesuaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim
EPDesKel Pusat menyampaikan laporan hasil penilaian
dan pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan
dengan berita acara kepada Menteri melalui Direktur
Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang meliputi:

a. Desa dan kelurahan Cepat Berkembang;
b. Desa dan kelurahan Berkembang; dan
c. Desa dan kelurahan Kurang Berkembang.

(3) Laporan hasil penilaian dan pemeringkatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) paling lambat disampaikan pada

minggu pertama bulan Juli.

Pasal 26
Hasil analisis dan validasi penilaian perkembangan desa dan
kelurahan dijadikan sumber data perkembangan Desa dan

kelurahan secara nasional oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 27

(1) Berdasarkan laporan hasil penilaian dan pemeringkatan
perkembangan Desa dan kelurahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), terhadap desa dan
kelurahan kurang berkembang di tingkat nasional
dilakukan pembinaan khusus.

(2) Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa fasilitasi pelaksanaan program dan Kkegiatan
perkembangan desa dan kelurahan tingkat provinsi.

(3) Terhadap desa dan kelurahan cepat berkembang dan

berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat
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(2) huruf a dan huruf b diikutsertakan dalam lomba Desa

dan kelurahan.

Pasal 28
Format laporan oleh kecamatan, kabupaten/kota, provinsi,
dan oleh Tim EPDesKel Pusat tercantum dalam Lampiran Ili
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

BAB V
PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN

Pasal 29

(1) Perlombaan desa dan kelurahan cepat berkembang dan
berkembang tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (3) diselenggarakan oleh kecamatan.

(2) Perlombaan desa dan kelurahan cepat berkembang dan
berkembang tingkat kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) diselenggarakan oleh
Kabupaten/Kota.

(3) Perlombaan desa dan kelurahan cepat berkembang dan
berkembang tingkat provinsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (3) diselenggarakan oleh provinsi.

(4) Perlombaan desa dan kelurahan cepat berkembang dan
berkembang tingkat regional dan nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) diselenggarakan oleh

Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 30
Perlombaan desa dan kelurahan dilakukan berdasarkan pada
hasil penilaian dan pemeringkatan serta tambahan syarat:
a. memiliki profil Desa dua tahun terakhir; dan
b. memiliki Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah

Desa.
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Pasal 31

Peserta perlombaan Desa dan kelurahan tingkat
kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)
adalah desa dan kelurahan cepat berkembang dan
berkembang yang berada di satu wilayah kecamatan.
Peserta perlombaan desa dan kelurahan tingkat
Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
ayat (2) adalah Desa dan kelurahan cepat berkembang dan
berkembang yang berada di satu wilayah Kabupaten/Kota.
Peserta perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) adalah
desa dan kelurahan cepat berkembang dan berkembang
yang berada di satu wilayah provinsi.

Peserta perlombaan desa dan kelurahan tingkat regional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) adalah
desa dan kelurahan cepat berkembang dan berkembang

yang berada dalam satu regional.

Pasal 32

Perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1)
dilaksanakan pada Minggu Kedua sampai dengan Minggu
Keempat bulan April dan Camat melaporkan hasilnya ke
Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur.
Perlombaan desa dan kelurahan tingkat
Kabupaten/kotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
ayat (2) dilaksanakan pada pada Minggu Kedua sampai
dengan Minggu Keempat bulan Mei dan Bupati/Walikota
melaporkan hasilnya ke Gubenur dengan tembusan
Menteri.

Perlombaan desa dan kelurahan tingkat Provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3)
dilaksanakan pada pada Minggu Kedua sampai dengan
Minggu Keempat bulan Juni dan Gubernur melaporkan
hasilnya ke Menteri melalui Direktur Jenderal Bina

Pemerintahan Desa.
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Perlombaan desa dan kelurahan tingkat regional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4)
dilaksanakan pada pada Minggu Kedua sampai dengan
Minggu Keempat Bulan Juli.

Hasil perlombaan desa dan kelurahan tingkat regional
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh
Direktur Jenderal Bina Pemerintaha Desa kepada Menteri
untuk ditetapkan Juara lomba desa dan kelurahan

Tingkat Regional.

Pasal 33

Juara lomba desa dan kelurahan pada Tingkat Provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) diundang
pada acara temu karya nasional di Ibukota Negara dan
dapat diberikan penghargaan.

Juara lomba desa dan kelurahan pada Tingkat Regional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) diundang
pada acara temu karya nasional di Ibukota Negara dan
diberikan penghargaan.

Juara lomba desa dan kelurahan Tingkat Regional
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan

lokasi Labsite di masing-masing regional.

Pasal 34

Juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan
ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama
Bupati/Walikota.

Juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat
kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan
Bupati/Walikota.

Juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat regional

ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
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Pasal 35

Juara lomba desa dan kelurahan dimasing-masing tingkatan

dapat diberikan penghargaan dalam bentuk

a.
b.

C.

Piala;
Piagam; dan
Program serta kegiatan untuk memajukan desa dan

kelurahan.

BAB VI
PEKAN INOVASI
PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

Pasal 36
Menteri memfasilitasi PINDesKel.
PINDesKel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk mempublikasikan:
a. Inovasi perkembangan desa dan kelurahan;
b. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;

dan

c. Potensi desa dan kelurahan.
PINDesKel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti
oleh juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat
provinsi dan tingkat regional.
PINDesKel sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan di Provinsi terpilih.
Fasilitasi PINDesKel oleh Menteri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Bina

Pemerintahan Desa.

Pasal 37
Dalam pelaksanaan PINDesKel sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36, Menteri memberikan penghargaan
Upakarya Wanua Nugraha kepada Gubernur, Bupati dan
Walikota.
Penghargaan Upakarya Wanua Nugraha kepada Gubernur,

Bupati dan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
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diberikan atas prestasi dalam melakukan pembinaan

kepada Desa dan kelurahan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38
Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan
Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan
secara nasional.
Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan
kelurahan di kabupaten/kota.
Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasaan
terhadap pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan
kelurahan.
Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/walikota

dapat melimpahkan kepada camat.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 39

Pembiayaan untuk pelaksanaan evaluasi perkembangan desa

dan kelurahan dibebankan pada:

a.

b
C.
d
e

APBN;

APBD Provinsi;

APBD Kabupaten/Kota,;

APBDesa; dan

Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40
Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2015

MENTER| DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TIJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMFIEAN I
FEEATUEAN MENTEEI DALAM NEGEE] EEFUELIK INDONESLA
NOMOE 81 TAHUN 2015

TENTANG

EVALUASI FEERKEMEANGAN DESA DAN KELURAHAN

INGTEUMEN FEMANTAUAN

[ PEOVIMNSD ..

A, DATA DASAERE

G hin Rl

Jumlah Kabupaten

Jumlsh Kota

Jumlah Kecamatan

Jumlah Desa

Jumlsh Kelurahan :

Juara Lomba Desa Tk Prov

Dana dekonsentrasi Prov untulk program peningkatan Kapasitas:

Jumlah Deza persigpan yvang diregiater oleh Provinsi:

E. FEMEERINTAHAN

1.

Apalksh Provinzi mengalokazikan Bantuan Keuangan ke Desg?
Sebutkan

4. Ya

b. Tidak

Jika Ya, berapa jumlah totalnya?
T OO PP PO PPRPOP PPN = | 4= A I

. Apaleah Provingi pernah melakulan Bintek/Zogializasi/Pelatihan

terlkait Pemerintahan Deag?

a Ya
b, Tidak

Jika Ya, berapa lkkali dalam zetahun

. Apaksh di provinsi terdapat program  prioritas/unggulan yang

diberikan kepada Desar
=R ]
b. Tidak

Jika Ya, program apar
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4, Apalkah Pemerintah Provinsi sudah mengeluarkan peraturan
Gubernur mengenai Dezgr
4. fa
b, Tidak

Jikta ¥a, Peraturan Gubernur tentang apar sebutlan

5. Apalkah pemerintah Provinzi memberilkan penugasan  kepada
pemerintah Degar
=N =1
b. Tidak

Jikka Ya, penugazan tentang apa® Sebutkan

6. Apalkah Pemerintah Provinsi melakukan pendampingan dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Dezg?
4,74
b. Tidak

Jika Ya, pendampingan tentang apar Sebutlkan

7. Apakah Pemerintah Provinsi melakukan /terlibat pembinaan secara
berkala terhadap pemerintah Kabupaten/Kota dalam  hal
penyelenggaraan pemerintahan Dega?

4. 3
b, Tidak

Jika Ya, pembinaan tentang apa? Sebutkan

8, Apalkah pemerintah Provingi melakulan pengawasan secara berkala
terhadap pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal penyelenggaraan
pemerintahan Dezgr
4. 3
b, Tidak

Jika Ya, pengawasan dilakukan kapan, dan dilakulian oleh siapar
Sebutkan

9, Apakah pemerintah Provinzgi pernah mendapatkan penghargaan
dari Pemerintah Puszat atau Badan/Lembaga Internasional?
4. Ya
b, Tidak

Jika Ya, penghargaan tentang apar Sebutkan

10, Apakah Pemerintah Provingi dalam tahun ini pernah memberilcan
penghargaan khusus terhadap Degar
4. ¥4
b. Tidak

Jilta ¥a, penghargaan tentang apar Sebutkan
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C. KEWILAYTAHAN

1. Apakah Pemerintah Provinsi pernah melakulkan fazilitasi mengenai
batas Desa yang terletak diantara Kabupaten /Kota?
4. ¥a
b, Tidak

Jika Ya, dimana?

2. Apalah Pemerintah Provinsi mempunyai peta pengembangan wilayah
Deagy
4. Y43
b. Tidak

Jikka ¥a, peta pengembangan wilayah Deza tentang apa?

3. Apalkah Pemerintah Provinsi mempunyai peta rawan bencana?
4. fa
b, Tidak

Jika Ya, lampirkan.

4, Apakah Pemerintah Provinsi mempunyai program pelestarian
lingltungan yang ada di Deza?
a. fa
b, Tidak

Jika Ya, dimana?

5. Apakah Pemerintah Provinsi mempunyal program pembangunan
leawazan Perdesaan?
4. ¥a
b, Tidak

Jika Ya, program apar Sebutkan

6. Apalah Pemerintah Provingi pernah mengadakan kegiatan yang
berzifat untuk kepentingan konservasi?
4. ¥a
b, Tidak

Jilta Ya, kegiatan apa? Sebutkan

7. Apakah Pemerintah Provinsi mempunyai dasrah sabulk hijau/green
belt di wilayahnya?
a. Ya
b. Tidalk

Jika Ya, Sebutkan
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8, Apalkah Pemerintah Provinsi mempurnyai master plan yang jelas
mengenai zona pengembangan ekonomi Perdeaaan?
4. Ya
b, Tidak

Jika Ya, Sebutkan

9, Apalah Pemerintah Provinsi mempurnyai kebijakan terkait
pengembangan usaha elkonomi ralgrat (usaha ekonomi mikro) yang
ada di Perdeaaan?

4. Ya
b, Tidak

Jikka ¥a, dalam bentulr aturan apa? Sebutlkan

10. Apakah Pemerintah Provins mempunyai program pengembangan
wigata Degar
a. Ya
b. Tidalk

Jika Ya, Sebutlaan

D EKEMASYARAKATAN

1. Apalah Pemerintah Frovingi mempunyai kebijakan mengenai

peningkatan ketentraman dan ketertiban di daerah Perdesaan?
a. ta
b, Tidak

Jikka Ya, Sebutlan

2, Apalah Pemerintah Provinsi memberikan bantuan atau kerjasama
dalam ranglka peningkatan ketentraman dan ketertiban di daerah
Ferdeagan?

a. ¥a
b, Tidak

Jika Ya, bantuan apar Sebutkan

3, Apalah Pemerintah Provinsi melakukan pemberdayaan magyaralat
di daerah Perdesgan?
= =1
b, Tidak

Jikka ¥a, dalam bentulr apar Sebutlkan

4, Apalah Pemerintah Provinsi mempuryai program keberpihalian

terhadap magyarakat kurang mampu di dasrah Perdegaan?
a. Ya
b, Tidak

Jikka ¥a, dalam bentulk apa? Sebutlkan
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5. Apakah Pemerintah Proving mempurnyai program yvang melibatlkan
peran serta masyarakat?
4. fa
b. Tidak

Jika Ya, program apar Sebutkan

6. Apakah Pemerintah Provingi secara berkala melakulan pembinaan
terhadap organizasi kemasyarakatan yvang ada di Degar

a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apar Sebutkan

7. Apalkah Pemerintah Provingi memiliki kebijakan untuk mendorong
Fog Pelayanan Terpadu (FOSYANDU|F
2. Ya
b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apar Sebutkan

8, Apalkah Pemerintah Provinasi memiliki kebijakan untuk mendorong
pengembangan PKK?
= ]
b, Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apar Sebutkan

9, Apakah Pemeriniah Frovingt memilikl Eebijakan untuk mendoromng
pelaksanaan budaya gotong royong?
2. fa
b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apar Sebutkan

10, Apalkah Pemerintah Provingi memberikan bantuan untul Perpustakaan
Deszar
2. Ya
b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apar Sebutkan

E. REZFPONDEN DI FROVINSI
TIM EFDeszkel
Ketua L
Sekretaris e

Anggota L e
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KABUPATEN/KOTA ...,
A, DATA DASARE

Jumlah Kecamatan
Jumlah Kelurahan :
Juara Lomba Deza Tingkat Kabupaten

Jumlah Desa persigpan yang diregister

L

E. FEMERINTAHAN

1. Apaksh Kabupaten/Kota mengalolkasilkan Bantuan Keuangan ke
Desza dan kelurghan?® Sebutlkan

4 ta
b, Tidak
Jilkka ¥a, berapa jumlah totalnyar
O = = A B
2. Apakah Kabupaten /Kota pernah melakulan

Bintel/Sozializasi /Pelatihan  terkait Pemerintghan Dega  dan
Kelurghan?

a. Ya

b. Tidak

Jika Ya, berapa kali dalam zetahun

3, Apalkah di Ksbupaten/Kota terdapat program prioritas/unggulan
yvang diberikan kepada Desa dan Kelurahanr
a. Ya
b, Tidak

Jika Ya, program apar

4, Apakash Pemerintah Kabupaten/Kota sudah mengeluarkan
peraturan Bupati/Walikota mengenai Desa dan Kelurahan?
4. Ya
b, Tidak

Jika Ya, Peraturan tentang apar Sebutkan

5 Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan penugasan
kepada pemerintah Desa dan Kelurahan?
a. Ya
h. Tidak

Jilea Ya, penugazan tentang apar Sebutkan
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6. Apalah ada data Profil Deaa?

. Ada
b. Tidak

Jika ada, lampirkan data/hard
copy/aoftcopy.. oo

7. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pendampingan
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Deza dan Kelurahan?
4. Ya
b. Tidak

Jika ¥a, pendampingan tentang apar Sebutkan

A, Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan fterlibat

pembingan  secara berkala dalam hal  penvelenggaraan
Pemerintahan Dega dan Kelurahan?

2. Ya

b. Tidak

Jikka Ya, pembinaan tentang apar Sebutlan

9, Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengawasan
gecara berkala dalam hal penyelenggaraan pemerintahan Desa dan
Kelurahan?

2 f¥a
b, Tidak

Jika Ya, pengawasan dilalkukan kapan, dan dilakulkan oleh ziapar
Sebutloan

10, Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota pernah mendapatkan
penghargaan dari Pemerintah Puzat atau  Badan/Lembaga
Internazional?

2. Ya
b. Tidak

Jika Ya, penghargaan tentang apar Sebutkan

11. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam tahun ini pernah
memberiltan penghargaan khusus terhadap Desa dan Kelurahan?

4. Ya
b. Tidak

Jika Ya, penghargaan tentang apar Sebutkan

12. Berapa jumlah perangkat desza termaszuk Kepala Desa dalam
Kab /Kota saudarar (lampirkan data/hard copy/softcopy
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13, Apaleah ada Peraturan Bupati tentang Bezaran Alokasi Dana Deza
(ADD)?

a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/=softcopy|
b, Jika tidak ada, alagannya

14. Berapa rata-rata besarnya Alokasi Dana Desga [ADD] yang diterima
maging-mazing desar

15 Apakah Alokazi Dana Desa [ADD] sudah sesual dengan UU
No.6/2014 (paling sedikit 10% dari dana Perimbangan setelah
dikkurangi Dana Alokazi Khusus),

Jika tidak geszuai, alazannya

16, Apalah Pemerintah Kabupaten/Kota sudah menvalurkan Alolkasi
Dana Desza (ADD] ke semua Dega?

a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy]
b, Jika tidak ada, alazannya

17. Apalah ada Perbup tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Dana
Deza (DD)¥

a. Jika ada (lampirltan data/hard copy/softeopy)
b, Jika tidak ada, alagannya

18, Sebutkan penggunaannya Dana Deaa (DD]?

19. Berapa perzen Dana Desa (DD] yang sudah di salurkan ke Deza
oleh  Pemerintah  Kabupaten/Kota? (lampirkan  data/hard

20. Penyaluran Dana Desa (DD] sudah pada tahap keberapa?
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21. 5udah berapa Desga yang memiliki Peraturan Desza tentang
APBDeszar (lampirkan data/hard copy/softcopy|

22, Bagaimana mekaniame pemeriksaan dan pengawasan Pemerintah
Kab/Kota terhadap pelaksanaan AFPEDesa dan dana lainnya,
untuk mencegah penyimpangan

23, Apalkah Musrenbang Tingkat Kab/Kota sudah dilaksanalan sesuai
jadwal?
a. Pada bulan....

b. Eila tidak zesuai jadwal, kendalanya

24, Apalkah Musrenbang Tingkat Kab/Kota sudah mengakomodir
Muarenbangdes?

25, Bagaimana penggunaan dana stimulan

2. KEWILAY AHAN

1. Apakah ada data Monografi Desar
a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/=oftcopy)
b, Jika tidalk ada, alazannya

2, Apakah Femerintah Kabupaten/Kota pernah melakukan fasilitaszi
mengenai bataz Desa dan Kelurghan yang terletak diantara
Kecamatan?

a. Ya
b. Tidal

Jika Ya, dimana?
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3. Apakah Femerintah Kabupaten/Kota mempunyai peta
pengembangan wilayah Dega dan Kelurghan?
a.¥a
b. Tidak

Jika Ta, peta pengembangan wilayah tentang apa?

4, Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai peta rawan
bencanar
a. fa

b. Tidak

Jika Ya, lampirkan.

5. Apakah  Pemerintah  Kabupaten/Kota mempunyai  program
pelezstarian lingkungan yvang ada di Desa dan Kelurahan?

a. Ya
b. Tidak

Jika ¥a, dimana?

6. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai  program
pembangunan kawasan Perdesaan dan Kelurahan?
2. Ya

b. Tidak

Jikka Ya, program apar Sebutkan

7. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota pernah mengadakan kegiatan
vang bergifat untulk kepentingan konservasir

a.Ya
b. Tidak

Jika Ya, kegiatan apar Sebutkan

A, Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai daerah sabuk
hijau/green belt di wilayahnyar
2. Ya
b. Tidak

Jilea Ya, Sebutlcan

9, Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai master plan yvang
jelas mengenai zona pengembangan ekonomi Perdesaan dan
Kelurahan?

4. Ya
b. Tidak

Jilea Ya, Sebutlcan

10. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kebijakan terkait
pengembangan usaha elkonomi ralgyat (usaha ekonomi milkro] yang
ada di Perdegaan dan Kelurahan?

a.Ya
b. Tidak

Jika Ya, dalam bentulk aturan apar Sebutkan
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11, Apaksh  Pemerintah  Kabupaten/Kota mempunyal  program

pengembangan wisata Desa dan Kelurahan?
a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, Sebutloan

D KEMASYARAKATAN

1.

Apalkah  Pemerintah  Kabupaten/Kota mempunyai  kebijakan
mengenai peningkatan ketentraman dan ketertiban di daerah
Perdegaan dan Kelurghan?

a. Ya

b, Tidak

Jika Ya, Sebutkan

Apalkah Pemerintah Kabupaten/Kota memberilktan bantuan atau
kerjiazama dalam rangka peningkatan ketentraman dan ketertiban
di daerah Perdesaan dan Kelurshan?

=R Ta

b, Tidak

Jika Ya, bantuan apa?® Sebutkan

Apalkah Pemerintah Kabupaten/Kota melakulkan pemberdayaan
magyarakat di dasrah Perdezaan dan Kelurahan?

4. Ya

b, Tidak

Jika Ya, dalam bentulk apar Sebutlean

Apakah  Pemerintah  Kabupaten/Kota mempunyai  program
keberpihakan terhadap masyaralkat kurang mampu di daerah
Perdesaan dan Kelurahan?

a. Ya

b, Tidak

Jikka Ya, dalam bentul apar Sebutlaan

Apalah Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai program  yang
melibatlkan peran zerta mazyarakat?

2. fa

b. Tidak

Jika Ya, program apar Sebutlkan
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&, Apaksh Pemerintah Kabupaten/Kota szecara berkalas melakukan
pembinaan terhadap organisasi kemagyarakatan yang ada di Desa
dan Kelurahan?

a. Ya
b, Tidak

Jika Ya, dalam bentul apa? Sebutkan

7. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki lkebijakan untulk
mendorong Pos Pelayanan Terpadu (POSTANDU|?
4. Ya
b, Tidak

Jilea Ya, dalam bentul apa? Sebutkan

8, Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki lkebijakan untulk
mendorong pengembangan FKK?
4. Ya
b, Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apar Sebutkan

9, Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki lkebijakan untulk
mendorong pelaksanaan budaya gotong royong?
. Y3
b, Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutlkan

10. Apakah Pemerintah Ksbupaten/Kota memberikan bantuan untulk
Ferpustakaan Desza dan Kelurgahan?

a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, dalam bentulk apa? Sebutkan

E. RESPONDEN DI KAEUFATEN/KOTA
TIM EPDesKel
Ketua e
Selretaris L

Anggota L
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IIL

1.

DEsA DAN KELUREAHAN

DATA DASAR

1. Jumlah Penduduk
2. Luasz Wilzyah
3. Kode Deza

FEMERINTAHAN

Apalah telah merealizagikkan anggaran Bantuan Keuanganr
4. Ya
b, Tidak

Jika Ya, berapa jumlah totalnyar
PP = kA B

2, Apalah Desa dan Kelurahan pernah melakulan

Bintelk/Sozialisaai /Pelatinan  terkait Pemerintahan Desa dan
Kelurghan?

a Ya
b, Tidak

Jilka ¥a, berapa kali dalam setahun

3. Apalah di Dieza dan Kelurahan terdapat program

prioritas /funggulan yang diberikan?
a Ya
b, Tidak

Jika Ya, program apar

4, Apalah Pemerintah Dega dan Kelurahan audah memiliki peraturan

Bupati/Walikota mengenai Deza dan Kelurghan?
4. Ya
b. Tidak

Jikka Ya, Peraturan tentang apa?® Sebutlan

5 Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan memberikan penugazan

kepada peranglkatmyar
4. Ya
b. Tidak

Jilea ¥a, penugasan tentang apa? Sebutkan

Apalah ada data Profil Deagr

a2, Ada
h. Tidak

Jilka ada, lampirkan data/hard
copy/aoftcopy..
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7. Apalah Pemerintah Desga dan Kelurahan melakukan pendampingan
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Dega dan Kelurahan oleh
Feranglkatnya?
=]

b. Tidak

Jika Ya, pendampingan tentang apa? Sebutlkan

A&, Apsksh Pemerintah Dess dan  Kelurghan melakukan/terlibat
pembinaan szecara  berkala terhadap masyarskat dalam  hal
pettyelenggarsan Pemerintahan?

4. fa
b, Tidalk

Jilka Ya, pembingan tentang apar Sebutkan

9, Apsksah Pemerintah Desa dan Kelurghan melskukan pengswasan
gecara berkala dalam hal penyelenggaraan pemerintahan Desa dan
Kelurghan?

4 fa
b, Tidak

Jika Y a, pengawazan dilakukan kapan, dan dilakukan oleh siapar
Sebutlan .. ... ...

10. Apaksh Pemerintah Dega dan Kelurahan pernah mendapatkan
penghargaan dari Pemerintah Puszat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota
atau Badan/Lembaga Internasional?

4 fa
b, Tidak

Jilka Ya, penghargasn tentang apar Sebutkan

11. Apakah Pemerintah Deas dan Kelurshan dalam tshun ini pernah
memberilcan penghargaan khusus untuk masyarakat?
a. ¥a

b. Tidak

Jilca Ya, penghargaan tentang apar Sebutkan

12. Berapa jumlah perangkat desa termazulk Kepala Desa dalam Unit
gaudarar (lampirkan data;/hard copy/softcopy]

13, Apaksh ads Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Dang Deza
(ADD)?

d. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)
e, Jikatidak ada, alasannya.. oo
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14.

15.

16,

17.

18,

19,

20,

21,

Berapa rata-rata besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima
mazing-masing dega?

Apalkah  Alokasi Dana Desa [ADD] sudah szesuai dengan UU
No.6/2014 [paling sedikit 1% dari dana Perimbangan setelah
dikurangi Dana Alokaszi Khusus],

Jika tidal gesuai, alasannya. ...

Apakah Pemerintah Desa dan Kelurshan sudsh melaksanakan
Alokasi Dana Desa (ADD]|7

c. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)
d. Jika tidalk ada, slasariimia o

Apalkah ada Perbup atau  peraturan  kepala daerah tentang
Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Dega (DD)7

¢, Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)
d. Jika tidak ada, alazannya.... ..

Sebutkan penggunaannya Dana Desa (DD]?P

Berapa persen Dana Desa [DD] yang sudah disalurkan oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota? (lampirkan data/hard copy/=oftcopy]

Penyaluran Dana Desa (DD) sudah pada tahap keberapa?

sudah berapa Desa yang memiliki Peraturan Desa tentang
APBDesar [lampirkan data/hard copy/softcopy]
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22, Bagaimana mekanisgme pemeriksaan dan pengawasan Pemerintah
Deza dan Kelurghan terhadap pelaksanaan APBDesza dan dana

lainnya, untulk mencegah penyimpangan

23, Apakah Musrenbang Tingkat Desza dan Kelurghan

dilalkzanakan seauai jadwal?
a. Pada bulan....

sudah

b, BEila tidak gezuai jadwal, kendalanya...............

24, Apakah Musrenbang Tingkat Desza dan Kelurghan

mengakomodir agpirasi masyaralkat desg?

sudah

25, Bagaimana penggunaan dana stimulan?

26, Apakah sudah memililki RRPIJMDeza?
a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/=softcopy|
b, Jika tidak ada, alasannya..............

27, Apakah sudah memiliki RKPDes?
a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/=softcopy|
b, Jika tidak ada,

28, Apakah sudah memiliki Perdes tentang AFEDeza?
a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/=softcopy|
b, Jika tidak ada, alasannya......ooo
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29, Apalcah ada data Frofil Deza ?
a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/=softcopy)
b, Jika tidak ada, alasannya...........oo

30, Berdasarkan data ini desa sgaudara termasuk deza  apar
(Swasembada, Swakarya, Swadaya).

31. Apa tipologi desa saudara ¥ (pertanian, nelayan dshb)

32, Apaleah ada data Monografi Desa ¥
a. .Jilka ada (lampirkan data/hard copy/softcopy]
b, Jika tidak ada, alasannyva...........ooo.

33, Apaleah Dana Desa (DD] sudah diterima?
a. 5Sudah tahap ke berapa?

b. Berapa bezarannyar

34, Bagaimana penggunaan dana stimulan?

35, Apaleah desa saudara sudah memiliki bataz wilayah berdazarkan
titik koordinat?
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36, Apakah dalam pensetapan dan penegasan batas desga melalud
tahapan yvang sudah ditentulkan?
a. Bilaya, tahapannya apa saja....

KEWILAY AHAN

1. Apalkah ada data Monografi Desar
a. Jika ada [lampirkan data/hard copy/zoftcopy]
b, Jika tidalt ada, alasaimym.

2, Apakah Pemerintah Deza dan Kelurgahan pernah melakukan
fasilitzzi mengenai batas Desa dan Kelurshan yang terletals di
antara Kecamatan®
4. Ya
b, Tidak

Jika ¥a, dimana?

3, Apakah  Pemerintah Desa dan  Kelurshan mempunysi  peta
pengembangan wilayah Desa dan Kelurahan?

2 ta

b. Tidak

Jikka Y a, peta pengembangan wilayah tentang apar

4, Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai peta rawan
bencana?

4. Ya

b, Tidak

Jika Ya, lampirlan,

5. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai program
peleatarian lingkungan vang ada di Deaa dan Kelurahan?

4. ra

b. Tidak

Jiksa Ya, dimansr
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6, Apakah Pemerintah Desa dan Kelurshan mempunyai program
pembangunan kawasan Perdezaan dan Kelurahan?

a Ya

b, Tidak

Jikka Ya, program apar Sebutkan

7. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurshan pernah mengadakan

kegiatan vang berzifat untuk kepentingan konservasir
2. fa

b. Tidak

Jika Ya, kegiatan apar Sebutkan

8, Apakah Pemerintah Deza dan Kelurahan mempunyai daerah sabulk
hijau/green belt di wilayahnyar
a ra
b, Tidak

Jika Ya, Sebutkan

9, Apalkah Pemerintah Desa dan Keluraghan mempunyail master plan

vang jelas mengenai zona pengembangan ekonomi FPerdesaan dan
Kelurahan?
4. Ya

b. Tidak

Jika Ya, Sebutkan

10, Apakah Pemerintah Desa dan Kelurshan mempunyai kebijakan

terkait pengembangan usaha ekonomi rakyat (usaha ekonomi mikro|
vang ada di Perdeszan dan Kelurahanr
aYa

b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk aturan apar Sebutkan

11. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai prograil
pengembangan wisata Deza dan Kelurahan?
a. Ya
b, Tidak

Jilea Ya, Sebutlan

KEMASTARAEKATAN

1. Apakah Pemerintah Deza dan Kelurahan mempunyai kebijakan
mengenai peningkatan ketentraman dan ketertiban di daesrah
Ferdegaan dan Kelurahan?

4. Ya
b, Tidak

Jikka Ya, Sebutham o i e
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2. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan memberilkan bantuan atau
keria gama dalam rangka peningkatan ketentraman dan ketertiban?

a. Ya
b, Tidak

Jilka Ya, bantuan apa? Sebutlan

3. Apakah Pemerintah Desza dan Kelurahan melalulkan pemberdayaan
magyarakatr
2. fa
b. Tidak

Jilka Ta, dalam bentule apa? Sebutlan

4, Apakah Pemerintah Desa dan Kelurgshan mempunyai program
keberpihalkan terhadap masyvaralat kurang mampu?
4. Ya
b, Tidalk

Jika Ta, dalam bentul apa? Sebutkan

Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan mempurnyal program yang
melibatkan peran serta masyarakat?

2. YA

h. Tidak

Jika Ya, program apa?® Sebutlean

Apakah Pemerintah Desga dan Kelursghan secara berkala melalkulen
pembinagan terhadap organisagsi kemasyarakatan?

a. fa
b, Tidak

Jika Ya, dalam bentulk apar Sebutkan

Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan memiliki kebijaltan untuk
mendorong Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU|?

a. Ya

b, Tidak

Jika Ya, dalam bentult apa? Sebutkan

Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan memiliki kebijaltan untuk
mendorong pengembangan PKK?

a. fa
b, Tidak

Jika Ya, dalam bentul apa? Sebutkan

Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan memiliki kebijalcan untuk
mendorong pelaksanaan budaya gotong rovongr

a. Ya
b. Tidak
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Jika Ya, dalam bentult apa? Sebutlkan

10,  Apzakah Pemerintah Desa dan Kelurgahan memberikan bantuan
untulc Perpustalkaan Desa dan Kelurahan?
= B ]
b, Tidalk

Jika Ya, dalam bentul apar Sebutkan

E.  EESFPONDEN DI DESA

MNama L e e
Jabatan L
Mip. L e

TTd

MENTERI DALAM NEGERI
EEFUELIK INDONESIA,

TJAHJO KUMOLD
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LAMPIRAN 11

FERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REFUBLIK INDONESIA
NOMOR &1 TAHUN 2013

TENTANG

EVALUAZI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

INSTRUMEN PENGUNGKAFP DATA DAN NILAI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

Petunjulc

1. Instrumen Pengungkap Data dan Nilai Perkkembangan Desa dan Kelurahan ini merupakan instrumen yang cukup objeltif
untuk melihat dan menilai perkembangan Desa dan Kelurahan.

2. Izilah Instrumen Evaluaszi ini dengan kejujuran karena akan berdampak pada keabzshan tinglat perkembangan Desa dan
Kelurahan. Dengan demikian maka pembinazan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap Deza dan Kelurahan tepat
aazaran dan gezual dengan kebutuhan Bagi Dega dan Kelurshan itu gendiri dapat mengevaluasi diri dan melakulkan
upaya segera untuk meningkatkan perkembangan Desa dan Kelurahannys masing-masing.

3. Lingkarilah poin/angka {(Kelom 4 dan Kolom 5| yang besumber dari Bidang, Aspel, Indikator, dan Subindikator secara
henar dan tepat pada kondisi dua tahun terakhir.

4. Kondisi/jumlah tshun ke-I (kolom 4] dan tshun ke-1I [(kolom 5] harus diiisi lengkap. Apabila salah satu data tidak diisi
lengkap maka data cukup sulit diolgh. Sebagai konsekuensinya, Desa dan Kelurahan yang bersangkutan cultup sulit
diketshui tingksat perkembangannya.,

5. Untuk mengisi instrumen ini secara akurat diperlukan sumber data yang komprehenzif dan terdoltumentasiltan serta
informan yang andal.
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LAMFIEAN III

FERATUREAN MENTEEI DALAM NEGEE]I EEFUELIK INDONESIA
NOMOE 81 TAHUN 2015

TENTANG

EVALUAS] PEREEMEANGAN DESA DAN KEELURAHAN

FOREMAT LAPORAN EVALUASI PEEEEMEANGAN DESA DAN EELUREAHAN

IL.

I1I.

IV,

VI

VI

PENDAHULUJAN

A.  Latar Belakang Evaluasi
E. Tujuan

C. Manfaat

PELAKSANAAN KEGIATAN

A, Jadwal Kegiatan

E. Nama-Nama Tim EFDezaKel Pengumpulan Data
. Sumber-sumber Data yvang Digunalcan

HASIL EVALUAZI

A, Kondisi Desa dan Kelurahan Berdasarkan EBidang, Aspel, Indikator,
dan Subindikator

B. Hasil Evaluazi/Foin

POTENZI DAN FENGEMEANAN KEUNGGULAN LOKAL
Produk Unggulan Lolkal

Adat istiadat Spesifik

Inigiatif dan Kreatifitaz Desa dan Kelurghan
Kezenian dan Budaya Khag Deza dan Kelurahan

0o

FPEEMASALAHAN DAN FEMECAHANNY A

A, Permasalahan yvang Timbul pada Saat Pengumpulan dan Pengolahan
Cata

E. Permaszalahan yang dihadapi terkait Penvelenggaraan Pemerintahan
dan FPembangunan Deaa dan Kelurahan

., Upaya Pemecahan Masslah

SIMFULAN DAN SAEAN

A, Simpulan
E. Saran

LAMFIRAN-LAMFIRAN

MENTERI DALAM NEGEERI
EREFUELIK [NDONRESIA,

TJAHJO KUMOLOD
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